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Abstrak 

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Implikasi Hukum Putusan Nomor: 

29/kpts/kpu kota-041.329951/2012 tentang penetapan pasangan bakal calon kepala daerah 

dan wakil kepala daerah kota Batu.  Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi karena adanya 

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 112/G/2012/PTUN.SBY yang 

memerintahkan KPU Kota Batu untuk menerbitkan Putusan baru terkait dengan peserta 

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu dalam hal ini meloloskan 

Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 

112/G/2012/PTUN.SBY tersebut diputus pada tanggal 20 September 2012 lalu KPU Kota 

Batu melaksanakan putusan tersebut pada tanggal 21 September 2012. Berdasarkan Pasal 115 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1987 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan 

hanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat 

dilaksanakan. 

Kata Kunci : Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, Sengketa Tata Usaha 

Negara.  

 

 

 



Legal Implications of decision Number: 29/Kpts/KPU-014.329951/2012. Concersing the 

determination will couple of the candidates for head and deputy head of the name Eddy 

Rumpoko and Punjul Santoso as a couple qualitied candidates for election as a 

participant and deputy head of regional head stone city area in 2012 election in the city 

stone head 
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Abstrac 

In this Thesis the author raises the issue of legal implications of decision Number : 

29/Kpts/KPU-014.329951/2012. On the establishment of prospective partner regional head 

and deputy head of the town of Batu . theme choice is motivaated because of the decion of 

the administrative court Number : 112/G/2012/PTUN.SBY the election commision ordered 

regional head and duputy head of stone town in this case passed Eddy Rumpoko and Punjul 

Santoso state administrative court decision Number : 112/G/2012/PTUN.SBY is terminated 

on september 2012 Batu city election commission to implementative the decision of 21 

September 2012 persuant to article 115 of Law Number 5 year 1987 on Administrative court 

decision stated only that already have permanence legal force that can be implemented. 

Key Word:Election Commission, Local Election, Conflict Sheath Country 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. Pendahuluan 

 

Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945  Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, 

dan Walikota dipilih secara demokratis. Dengan adanya pemilihan Kepala Daerah 

maka dipandang sebagai bentuk yang paling nyata dari kedaulatan yang berada 

ditangan rakyat serta wujud yang paling nyata partisipasi rakyat dalam 

penyelenggaraan administrasi negara. 

Didalam pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah tidak dapat dilepaskan 

keterkaitanya dengan aparat pelaksanaan pemilu Kepala Daerah itu sendiri. 

Khususnya yang telah berlangsung pada masa pergeseran dari rezim Pemilihan 

Umum. Untuk itu, pencermatan yang dilakukan terhadap pelaksanaan Pemilu Kepala 

Daerah senantiasa diawali dengan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 

perjalanan Pemilu Kepala Daerah ditanah air beserta penyelenggaraan atau 

pelaksanaanya yang untuk waktu yang lama dijalankan oleh pemerintah.
1
 

Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam menjalankan tugasnya sebagai 

penyelenggara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan 

kewenangan oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 jo Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 57 ayat 

(1) yang menyatakan bahwa pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. 

Dalam menjalankan tugasnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan 

menetapkan bakal calon yang akan mengikuti dalam tahapan pemilihan Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bakal calon tersebut diferivikasi, dan berhasil lolos 

dengan status baru, sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah.
2
 Penetapan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap 

pasangan bakal calon dilakukan setelah para bakal calon memenuhi syarat sesuai 

dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2011 tentang Tata Cara 

Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 
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Adanya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, 

disadari atau tidak disadari masih terjadi permasalahan, permasalahan itu dapat 

menimbulkan sengketa di daerah-daerah. Di kota Batu misalnya, pada hari Selasa, 

tanggal 2 Oktober tahun 2012 masyarakat Kota Batu melakukan pemilihan Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode tahun 2012-2017 yang telah dimenangkan 

oleh Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso yang telah selesai dilantik oleh Gubernur 

Jawa Timur yakni Soekarwo pada tanggal 26 Desember 2012. 

Dalam hal ini penulis bermaksud mengkaji dan menganalisis ukuran 

keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan Komisi 

Pemilihhan Umum (KPU) Kota Batu dengan adanya Surat Keputusan Nomor 

29/Kpts/KPU Kota-014.329951/2012 tentang penetapan bakal pasangan calon kepala 

daerah dan wakil kepala daerah atas nama Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso  

sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu kepala daerah 

dan wakil kepala daerah kota batu tahun 2012 terhadap pemilihan umum Walikota 

dan Wakil Walikota Batu tahun 2012-2017. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

Apa implikasi hukum keputusan KPU nomor 29/kpts/kpu kota-

041.329951/2012 tentang penetapan pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil 

kepala daerah  atas nama Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso sebagai pasangan calon 

yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah 

kota Batu tahun 2012 terhadap pemilihan walikota tahun 2012-2017? 

C. Pembahasan 

Penelitian Implikasi Hukum Surat Keputusan Nomor : 29/Kpts/kpu Kota 

014.329951/2012 tentang penetapan bakal pasangan calon kepala daerah dan 

wakil kepala daerah atas nama Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso sebagai 

pasangan calon yang memenuhi syarat  sebagai peserta pemilu kepala daerah dan 

wakil kepala daerah kota batu tahun 2012 dalam pemilihan kepala daerah kota 

batu merupakan penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), 



Pendekatan Kasus (Case Approach). Pendekatan kasus ini mengkaji pertimbangan 

(ratio decindendi atau reasoning) dari hakim yang memutus suatu perkara.
3
 

Dalam hal ini peneliti menggunakan putusan pengadilan Tata Usaha Negara 

Nomor 112/G/2012/PTUN.SBY yang telah diputus pada tanggal 20 September 

2012 sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu menerbitkan Surat 

Keputusan Nomor:  29/Kpts/KPU Kota 014.329951/VIII/2012 tentang Penetapan 

Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Atas Nama Eddy 

Rumpoko dan Punjul Santoso Sebagai Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat 

Sebagai Peerta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 

2012 pada tanggal 21 September 2012.  

Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas 

permasalahan yang ada bahwa: 

Pengertian sengketa Tata Usaha Negara dijelaskan pada ketentuan Pasal 1 

angka 10 UU No. 51 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu memberikan definisi sebagai berikut Sengketa 

Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara 

(TUN) antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha 

Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkanya Keputusan 

Tata Usaha Negara termasuk sengeketa kepegawaian berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Sengketa tata usaha negara dapat dibedakan menjadi 2, yaitu sengketa internal 

dan sengketa eksternal. Sengketa internal atau sengketa antara administrasi negara 

dengan terjadi dalam lingkungan administrasi negara (TUN) itu sendiri, baik yang 

terjadi dalam satu departemen (instansi) maupun sengketa yang terjadi antar 

departemen (instansi). Yang kedua yakni sengketa eksternal atau sengketa 

administrasi negara (Pejabat/Badan TUN) dengan rakyat adalah, perkara 

administrasi yang menimbulkan sengketa antara administrasi negara dengan 

rakyat sebagai subyek yang berperkara ditimbulkan oleh unsur peradilan 

administrasi murni yang mensyaratkan adanya minimal dua pihak dan sekurang-

kurangnya salah satu pihak harus administrasi negara, yang mencakup 
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administrasi negara di tingkat daerah maupun administrasi negara pusat yang ada 

di daerah.
4
 

Meninjau dari hal tersebut diatas, dengan demikian sengketa Internal berkaitan 

dengan persoalan kewenangan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yang 

disengketakan dalam satu departemen (instansi) terhadap departemen lainya yang 

disebabkan tumpang tindihnya kewenangan sehingga menimbulkan kekaburan 

kewenangan, sengketa ini juga dapat disebut sebagai sengketa hukum antar 

wewenang.
5
 Namun jika melihat ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 

2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan 

Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa sengketa tata usaha negara adalah 

sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara (TUN) antara orang atau 

badan hukum perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat 

maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkanya KTUN. 

Sedangkan, Ketetapan adalah keputusan hukum publik yang besifat konkret, 

individual, keputusan itu berasal dari organ pemerintahan, yang didasarkan pada 

kewenangan hukum publik, dibuat untuk salah satu atau lebih individu  atau 

berkenaan dengan satu atau lebih perkara atau keadaan. Keputusan itu 

memberikan suatu kewajiban pada seseorang atau organisasi, memberikan 

kewenangan atau hak pada mereka.
6
Unsur-unsur Keputusan/ Ketetapan Tata 

Usaha Negara yakni: 

a) Unsur Pertanyaan kehendak sepihak (enjizdige schriftelijke 

wilsverklaring); 

b) Dikeluarkan oleh organ pemerintahan (bestuursorgaan); 

c) Didasarkan pada kewenangan hukum yang bersifat publik 

(publiekbevoegdheid); 

d) Ditujukan untuk hal khusus atau peristiwa konkret dan indiidual; 

e) Dengan maksud untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang 

administrasi. 
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Macam-macam   Keputusan/Ketetapan Tata Usaha Negara Dalam Hukum 

Administrasi Negara, dikenal ada beberapa macam dan sifat ketetapan, yaitu 

sebegai berikut:
7
 

a) Ketetapan  Deklaratoir dan Ketetapan Konstitutif 

Ketetapan Deklaratoir adalah ketetapan yang tidak mengubah hak dan 

kewajiban yang telah ada, tetapi sekedar menyatakan hak dan kewajibanya 

tersebut. 

Ketetapan Konstitutif adalah ketetapan yang melahirkan atau 

menghapuskan suatu hubungan hukum atau ketetapan itu menimbulkan suatu 

hak baru yang sebelumnya tidak dipunyai oleh seorang yang namanya belum 

tercantum dalam ketetapan itu. Ketetapan yang bersifat konstitutif dapat 

berupa ha-hal yang diantaranya: 

1. Ketetapan-ketetapan yang meletakkan kewajiban untuk melakukan 

sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau memperkenankan sesuatu; 

2. Ketetapan-ketetapan yang memberikan status pada seseorang, lembaga 

atau perusahaan, dan oleh kerena itu seseorang atau perusahaan itu dapat 

menerapkan aturan hukum tertentu; 

3. Ketetapan-ketetapan yang meletakan prestasi atau harapan pada perbuatan 

pemerintahan/subsidi bantuan; 

4. Ketetapan yang mengizinkan sesuatu yang sebelumnya tidak diizinkan; 

5. Ketetapan-ketetapan yang menyetujui atau membatalkan berlakunya 

ketetapan organ yang lebih rendah/pengesahan atau pembatalan. 

 

b) Ketetapan yang menguntungkan dan memberi beban 

Ketetapan yang bersifat menguntugkan artinya itu memberikan hak-

hak atau memberikan kemungkinan untuk memperoleh sesuatu yang tanpa 

adanya ketetapan itu tidak akan ada atau mungkin ada. 

Ketetapan yang memberi beban adalah ketetapan yang meletakan 

kewajiban yang sebelumnya tidak ada atau ketetapan penolakan terhadap 

permohonan untuk memperoleh keringanan. 
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c) Ketetapan eenmalig dan ketetapan permanen 

Ketetapan eenmalig adalah ketetapan yang hanya berlaku sekali atau 

ketetapan sepintas lalu, yang dalam istilah lain disebut ketetapan yang bersifat 

kilat seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau izin untuk mengadakan 

rapat umum. W.F Prins menyebutkan beberapa ketetepan yang dianggap 

sebagai ketetapan sepintas lalu, yaitu: 

1. Keputusan yang bermaksudkan mengubah teks keputusan yang terdahulu; 

2. Keputusan negatif sebab keputusan semacam ini maksudnya untuk tidak 

melaksanakan sesuatu hal dan tidak merupakan halangan untuk bertindak, 

bila terjadi perubahan dalam anggapan atau keadaan; 

3. Penarikan kembali atau pembatalan, karena tidak  membawa hasil yang 

positif  dan tidak menjadi halangan untuk mengambil keputusan yang 

identik dengan dibatalkan itu; 

4. Pernyataan dapat dilaksanakan. 

 

D. Penutup 

 

1. Kesimpulan 

Di dalam ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi hanya putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan  hukum tetap yang dapat dilaksanakan, KPU Kota Batu 

seharusnya baru dapat melaksanakan bunyi amar (dictum) keputusan Pengadilan 

Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 112/G/2012/PTUN.SBY tanggal 20 

September 2012 pada tanggal 04 Oktober 2012 sehingga tindakan KPU Kota Batu 

dalam menerbitkan Keputusan KPU Kota Batu Nomor : No.29/Kpts/Kpu 

Kota.014.329951/2012 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah Atas Nama Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso sebagai 

Pasangan yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah Kota Batu 2012. 



Hasil putusan Gugatan Perkara Nomor : 112/G/2012/PTUN.SBY pada tanggal 

20 September 2012 adalah mengabulkan gugatan Partai Demokrasi Indonesi 

Perjuangan (PDIP) selaku Penggugat selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kota 

Batu pada tanggal 21 September 2012 melaksanakan putusan tersebut dengan 

menetapkan Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso sebagai peserta Pemilu Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan nomor urut  4. 

Bahwa terkait dengan pelaksanaan Putusan Nomor: 112/2012/PTUN.SBY 

oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 21 September 2012, Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu pada tanggal 21 September 2012 

melaksanakan putusan tersebut dengan menetapkan Eddy Rumpoko dan Punjul 

Santoso sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan 

nomor urut  4 adalah sebagai pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 

Surabaya No: 112/G/2012/PTUN.SBY. karena pada tanggal 21 September 2012 

pihak Penggugat menyatakan menerima putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 

Surabaya dan tidak melakukan upaya hukum berikutnya yakni banding. 

 

2. Saran 

Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam menjalankan tugasnya sebagai 

penyelenggara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan 

kewenangan oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 jo Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 57 

ayat (1) yang menyatakan bahwa pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum 

dalam menjalankan tugasnya harus bersikap jujur adil, dan memegang amanah 

sebagai penyelenggara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 
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